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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat perlu 

mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang 

Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana 

untuk mencapai target prioritas nasional bidang 

kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2005  tentang Dana Perimbangan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik Bidang Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  

Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua atas  

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4575); 

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK 

BIDANG KESEHATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional.  

2. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah Dana 

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, 

bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta 

pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan 

terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin, 

dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan 

dan kepalauan dan daerah bermasalah kesehatan. 

3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang 

selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 

adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk 

membiayai operasional kegiatan program prioritas 

nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan 

daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan di daerah. 

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.  

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu 

gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah provinsi. 

9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur 

pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota. 

10. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 

bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan 

dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari 

organisasi induknya.  

12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
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14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

15. Kader Kesehatan Masyarakat adalah warga masyarakat 

yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah 

kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta 

untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan 

tempat pemberian pelayanan kesehatan. 

16. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan 

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan 

pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat.  

 

Pasal 2 

(1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

pembangunan kesehatan nasional.  

(2) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja 

Pemerintah. 

 

Pasal 3 

(1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:  

a. bantuan operasional  kesehatan; 

b. jaminan persalinan; dan 

c. akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. 

(2) Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk  upaya 

kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi: 
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